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Melalui Ogan Lopian, Ini Bentuk Penanganan Laporan
Rutilahu di Purwakarta
Prolite – Pada tanggal 17 Maret 2025, Pemerintah Kabupaten
Purwakarta menerima laporan warga terkait Rumah Tidak Layak
Huni  (Rutilahu)  melalui  Operator  Ogan  Lopian  di  Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo).

Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Rudi Hartono melalui
Kepala  Bidang  Informasi  dan  Komunikasi  Publik  (IKP),  Sri
Budiyanti,  mengatakan  bahwa  laporan  tersebut  langsung
ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Disperkim) Purwakarta.

“Proses  verifikasi  dilakukan  dengan  teliti,  meliputi
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pengecekan kelengkapan dokumen kependudukan pelapor, seperti
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),” kata Bu
Ati, begitu ia kerap disapa.

Menurutnya,  setelah  melalui  proses  verifikasi  yang
komprehensif, Disperkim Purwakarta memberikan konfirmasi resmi
pada tanggal 20 Maret 2025.

dok Pemkot Purwakarta

“Konfirmasi tersebut menyatakan bahwa bantuan perbaikan rumah
bagi pelapor telah disetujui dan akan dianggarkan pada tahun
anggaran berjalan atau tahun ini. Hal ini menunjukkan respons
cepat  dan  efisiensi  dalam  sistem  pengaduan  dan  penyaluran
bantuan pemerintah,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa tahap eksekusi perbaikan rumah
telah dimulai sejak tanggal 9 Juni 2025. Pelaksanaan perbaikan
dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan swadaya
masyarakat  Kampung  Pasir  Jaya  RT  011  RW  006  Desa  Selaawi
Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

“Kolaborasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  ini
mendemonstrasikan sinergi yang efektif dalam upaya peningkatan
kualitas perumahan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Bu Ati.

Sementara, warga penerima bantuan, Oyok Mintarsih mengatakan,
dengan adanya nomor pengaduan Ogan Lopian milik pemerintah ia
sebagai  warga  merasa  didengar,  respon  cepat  dan
tindaklanjutnya  pun  sangat  cepat.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pemda Purwakarta
dan Bupati Om Zein atas bantuan yang sudah disalurkan kepada
kami yang membutuhkan. Untuk pak Kades Selaawi yang sudah
menggerakkan warga untuk swadaya membantu membangun rumah,”
kata Oyok.

Keberhasilan  penanganan  laporan  Rutilahu  ini  menjadi  bukti



nyata  komitmen  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  dalam
memberikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

Proses  yang  transparan  dan  melibatkan  partisipasi  aktif
masyarakat ini diharapkan dapat menjadi model terbaik dalam
penanganan permasalahan serupa di masa mendatang. Langkah ini
juga  sejalan  dengan  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
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Ogan  Lopian:  Sistem  Terintegrasi  untuk  Respon
Cepat Layanan Publik
Prolite – Sejauh ini, Pemkab Purwakarta melalui Diskominfo
telah mengoperasikan empat kanal pengaduan pelayanan publik
dan  kegawatdaruratan  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan
pengaduan atau menyampaikan aspirasi masyarakat.

Mulai dari Aplikasi Ogan Lopian, Call Center 112, SP4N LAPOR,
dan WhatsApp Center. Media-media tersebut dikembangkan oleh
pemerintah  dalam  menerima  pengaduan  dari  berbagai  kalangan
masyarakat, sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah
dengan lebih nyata.

Semua pengaduan dari berbagai kanal tersebut dikumpulkan dan
ditampilkan  dalam  satu  antarmuka  bernama;  Purwakarta
Integrated System of Aspiration (PISA) yang merupakan sebuah
sistem data center yang dirancang untuk menyederhanakan dan
meningkatkan efisiensi pengelolaan pengaduan masyarakat.

“Dengan  PISA,  perangkat  daerah  tekait  dapat  mengakses,
memproses,  dan  menindaklanjuti  semua  pengaduan  dari  satu
tempat saja, sehingga menghemat waktu dan tenaga kerja. Sistem
ini  juga  memungkinkan  pemantauan  time  response  yang  lebih
efektif, mendorong Perangkat Daerah untuk merespon pengaduan
dengan lebih cepat dan efisien,” ujar Kadiskominfo Purwakarta,
Rudi Hartono kepada awak media, Jumat 11 April 2025.

PISA

Bagaimana PISA Bekerja?

Bayangkan  dalam  sebuah  peristiwa.  Ada  4  warga  yang  ingin
melaporkan kerusakan jalan di dekat rumahnya. Mereka memiliki
beberapa pilihan:

1.  Ibu  Ani  menelepon  Call  Center  112  dan  membutuhkan
ambulance. Petugas call center Ogan Lopian mencatat laporan



dan memasukkannya ke dalam sistem PISA.

2. Pak Maman melaporkan melalui aplikasi SP4N LAPOR. Laporan
tersebut diinput ke PISA.

3. Teh Dewi menggunakan aplikasi Ogan Lopian untuk melaporkan
kerusakan jalan. Laporan tersebut secara otomatis terintegrasi
dengan PISA.

4. Pak Dadang mengirimkan foto dan deskripsi kerusakan jalan
melalui  WhatsApp  Center.  Laporan  ini  pun  secara  otomatis
tercatat di PISA.

dok Pemkab Purwakarta

Setelah  laporan  masuk  melalui  salah  satu  kanal  tersebut,
laporan  tersebut  akan  muncul  di  dashboard  PISA  yang
bisadiakses  oleh  semua  Perangkat  Daerah,  DPUTR  Kabupaten
Purwakarta.  Dinas  tersebut  dapat  melihat  detail  laporan,
termasuk  lokasi,  foto,  dan  waktu  pelaporan.  Dinas  terkait
kemudian  dapat  menindaklanjuti  laporan  tersebut,  misalnya
dengan mengirimkan tim untuk melakukan perbaikan.

Contoh lain, Pak Budi melaporkan masalah penerangan jalan di
lingkungannya melalui aplikasi Ogan Lopian. Laporan ini masuk
ke PISA dan ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Dishub
dapat langsung melihat lokasi dan detail laporan di PISA dan
menjadwalkan  perbaikan.  Setelah  perbaikan  selesai,  Dishub
dapat menandai laporan tersebut sebagai “selesai” di PISA.

“Sebagai  pusat  data  terintegrasi,  PISA  merupakan  jembatan
penghubung  antar  berbagai  kanal  pelayanan  publik,
memfasilitasi instansi pemerintah daerah atau Perangkat Daerah
terkait  dalam  menerima,  memproses,  dan  memonitor  setiap
laporan yang masuk,” kata Rudi.

Menurutnya,  disinilah  peran  PISA  menjadi  krusial.  PISA
bertindak sebagai pusat komando, menghimpun semua laporan yang



masuk  dari  keempat  kanal  tersebut  ke  dalam  satu  platform
terintegrasi. Dengan demikian, OPD tidak perlu lagi memantau
berbagai platform secara terpisah, melainkan cukup mengakses
PISA  untuk  melihat,  memproses,  dan  menindaklanjuti  seluruh
pengaduan.

“Keunggulan lain dari PISA adalah kemampuannya untuk memonitor
time response atau kecepatan respons setiap Perangkat Daerah.
Sistem ini memungkinkan pemantauan kinerja Perangkat Daerah
dalam  menangani  pengaduan  masyarakat,  mendorong  peningkatan
kecepatan dan efisiensi pelayanan,” tambah Rudi.

Selain itu, data yang terpusat dan terintegrasi di PISA juga
memudahkan pembuatan laporan berkala, memberikan gambaran yang
komprehensif  mengenai  pola  pengaduan  dan  kinerja  pelayanan
publik.  PISA  menyederhanakan  proses  pengelolaan  pengaduan
masyarakat, meningkatkan efisiensi kerja Perangkat Daerah, dan
pada  akhirnya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di
Kabupaten Purwakarta.

“Singkatnya, PISA bukan sekadar sistem informasi, melainkan
sebuah solusi terintegrasi yang dirancang untuk mempermudah
dan  mempercepat  respons  pemerintah  terhadap  aspirasi
masyarakat,  sekaligus  meningkatkan  transparansi  dan
akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,”  demikian
Rudi Hartono.


